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PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Lbj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Manggarai Barat,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTP,
alamat Kabupaten = Manggarai Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Lbj, tanggal

21 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/1/2016,
tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di
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Kabupaten Manggarai Barat selama 2 tahun, setelah itu pindah serumah
dengan orang tua Tergugat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- XXXXXXXXXX, umur 1 tahun 11 bulan, saat ini anak tersebut ikut
bersama Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak
harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh

a. Tergugat sering pergi ke luar rumah bahkan sampai tidak pulang

ke rumah tanpa alasan yang jelas;
b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan

Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat;
C. Tergugat selalu tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, karena

apabila Tergugat berada di rumah, Tergugat selalu mematikan

handphone Tergugat;
d. Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan

kepada Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 10 Mei 2018 yang disebabkan sudah 4 hari Tergugat
tidak pulang ke rumah kediaman bersama, namun pada saat Tergugat
pulang, Tergugat hanya makan dan mandi saja kemudian pergi lagi dari
rumah tanpa menghiraukan Penggugat, karena Penggugat merasa kesal,
kemudian Penggugat mengirim sms kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat
membalas sms Penggugat dengan kata-kata yang kasar, sehingga
terjadilah pertengkaran melalui sms bahkan Tergugat mengucapkan kata
talak kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua
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Tergugat, akhirnya Penggugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang
tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah tanpa saling menjalani kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxx) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 20/Pdt.G/2018/PA Lbj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.
Surat
1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054503980003 atas nama
XXXXXxXxxX, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Barat, tanggal 10 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diberi kode P.1;

2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Komodo Nomor 26/26/1/2016, tertanggal 25 Januari 2016 yang telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.
Saksi:
1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan jasa angkutan, tempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2018 Penggugat
meninggalkan rumah kediaman bersama,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat
diusir oleh orang tua Tergugat, sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat diusir oleh

mertuanya;
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- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena kejadiannya dirumah saksi;

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai bahu belakangnya
memar;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
sudah tidak ada saling komunikasi lagi;

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa

pulkanisir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
Penggugat keponakan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugah sudah pisah tempat tinggal,
sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat
di usir oleh orangtua Tergugat, sekitar 7 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat diusir oleh mertuanya;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar, karena pertengkaran itu kejadiannya dirumah saksi;

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai bahu belakangnya
memar;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah kepada
Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
sudah tidak ada saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) alat bukti tersebut
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, isi
bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu Pengadilan Agama Labuan Bajo,
berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan
sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan
didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P- 2, serta keterangan saksi
Penggugat, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
menikah pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1
(satu) orang anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan
pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai bahu belakangnya
memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
dan telah dikaruniai anak;

2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
karena diusir oleh orangtua Tergugat;
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3. Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tinggal di Desa Gorontalo, Labuan Bajo;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lagi kepada Penggugat serta tidak saling mengunjungi dan tidak
saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari
keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat
dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal ini
mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama,
menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling
percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri
yang harmonis;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
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meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai
dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat
telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga
Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur’an, surah Arrum ayat (21) sebagai
berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta
bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan
kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)
patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;
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Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh
Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang
dikabulkan dan yang akan dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Xxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 441.000,-00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami H. Adam, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.l dan Rasyid Rizani, S.H.l, M.H.l, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I H. Adam, S.Ag
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Hakim Anggota,

Rasyid Rizani, S.H.l, M.H.I
Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp 350.000,00
Redaksi Rp  5.000,00
Meterai Rp  6.000,00
Jumlah Rp 441.000,00
( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

agrwpPrE
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